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PUTUSAN

Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pelayan Toko Pakaian , tempat tinggal di Kota Singkawang,

sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Security PT. SMP, tempat tinggal di Kabupaten Mempawah,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2016
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Bky
tanggal 3 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 24
Agustus 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum
dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2015 keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena Tergugat mengungkit uang yang telah dikeluarkan
untuk biaya pengobatan Penggugat selama di rumah sakit dan Tergugat

selalu menuntut Penggugat agar memberikan keturunan, padahal selama
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ini Penggugat telah berusaha memenuhi keinginan Tergugat tersebut
namun setiap Penggugat hamil selalu keguguran hingga 3 kali;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2015 di rumah orang
tua Penggugat yang disebabkan Penggugat ingin mengangkat anak,
namun Tergugat menolak hingga akhirnya Tergugat mengucapkan lebih
baik berpisah dari Penggugat;

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat tetap pulang menemui
Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan pada bulan Oktober 2015
Penggugat di rawat di rumah sakit, setelah keluar dari rumah sakit
Penggugat istirahat di rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat
datang menemui Penggugat dan mengatakan " lebih baik kita berpisah";

8. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat tidak pernah pulang ke tempat
tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga gugatan ini diajukan
sudah lebih kurang 1 tahun, Tergugat pernah datang, namun tidak pernah
membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah
tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat
dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cg. Majelis Hakim agar segera

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

sebagai berikut:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut berdasarkan relaas (panggilan) tanggal 10 Oktober 2016, tanggal 26
Oktober 2016 dan tanggal 17 Nopember 2016 sedangkan tidak datangnya itu
tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke
persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian
Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum
yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXX, tanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan

permeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P;
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Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2
(dua) orang saksi masing-masing bernama
1. SAKSI 1, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dihadapan persidangan
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan
selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-
rukun saja namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuntut agar
Penggugat memberikan keturunan, namun kandungan Penggugat tidak
kuat sehingga sering keguguran, dan juga Tergugat sering mengungkit
biaya pengobatan Penggugat di rumah sakit;

- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar dan berselisih faham;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah sejak bulan Oktober
2015 hingga sekarang;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap
rukun, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, saksi adalah sepupu Penggugat, dihadapan persidangan
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan
selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-
rukun saja namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuntut agar
Penggugat memberikan keturunan, dan juga Tergugat sering
mengungkit biaya pengobatan Penggugat di rumah sakit;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar dan berselisih faham namun saksi tahu dari cerita
Penggugat dan ibu Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah sejak bulan Oktober
2015 hingga sekarang;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan
menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada
gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan
Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis

dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
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sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan
Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
tidak ternyata bahwa ketidak datangannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak
bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo.
Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak
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ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah
serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka
Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang
menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil yang pada
pokoknya adalah bahwa sejak bulan Pebruari 2015 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengungkit uang yang telah
dikeluarkan untuk biaya pengobatan Penggugat selama di rumah sakit dan
Tergugat selalu menuntut Penggugat agar memberikan keturunan, padahal
selama ini Penggugat telah berusaha memenuhi keinginan Tergugat tersebut
namun setiap Penggugat hamil selalu keguguran hingga 3 kali, dan atas sikap
dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi
meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk
bercerai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap
ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidak datangannya ke persidangan disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui

dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Tergugat dianggap dengan
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sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya
di depan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui akan
dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian
yang merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut
didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu barang siapa
beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan
haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau
keadaan itu, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi yang selanjutnya
akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tentang perihal peristiwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka
Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai
bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai
suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti terikat

dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat
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mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan cerai
terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-
dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi
keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian
sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat,
keterangan Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah
dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya,
maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan
sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 16 Agustus 2012 dan selama perkawinan tersebut belum

dikaruniai anak;
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- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena Tergugat mengungkit uang yang telah dikeluarkan untuk biaya
pengobatan Penggugat selama di rumah sakit dan Tergugat selalu
menuntut Penggugat agar memberikan keturunan;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Oktober 2015 sampai dengan sekarang dan selama berpisah tidak ada lagi
pemenuhan hak dan kewajiban suami istri;

- Bahwa, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangga
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sifatnya yang tidak dapat
didamaikan lagi, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi karena secara nyata sudah pecah (broken marriage), serta
sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah
tangga mereka, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat
dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak akan
sesuai lagi dengan cita-cita ideal dan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yakni
kehidupan rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah warahmah,
dan justru patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan
dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih

lagi bagi pihak Penggugat sendiri;
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Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991 adalah untuk membina rumah tangga yang kekal,
bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan
yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah
dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut
sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar
keduanya terlepas dari percekcokkan dan penderitaan bathin yang
berkepanjangan adalah dengan menceraikan ikatan perkawinan Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan
petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Figh yang berbunyi :

Fladl cla e anie aulial) B

Maksudnya:’Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada

mencapai kemaslahatan” ;

dan petunjuk syar’i dalam Kitab Figih Sunnah juz Il halaman 248 yang diambil
alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

o) 33 4na (3l Laa £I0Y) S5 530 il ie ) o) A g 30 Ay ualll (ool La ged i 13

Ak Adlls gl Lagin ~ba) e (22l jae 5 Ldlal o 8 pliall

Maksudnya:“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan

pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan

suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup

bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan
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mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu
ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari
Tergugat terhadap Penggugat yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1, dan 2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim
memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan
kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan
kepada Penggugat;
Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah
Kota Singkawang dan Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah
serta Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 561.000,00
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 6 Desember
2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 H. oleh kami
Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag,
M.H.l. dan Arsyad, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
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untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan M. Noviar
Ach, H, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis
TTD TTD

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. Andriani, S.Ag.
TTD

2. Arsyad, S.H.I.
Panitera Pengganti,
TTD

M. Noviar Ach, H., S.H.
Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat : Rp. 65.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat : Rp. 405.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 561.000,-
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